GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 20

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2023 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa dengan dibatalkannya Peraturan Presiden Nomor
53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Standar Harga
Satuan Regional oleh Mahkamah Agung Republik
Indonesia, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20
Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana
telah diubah dan disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Standar Satuan Harga;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2688);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga
Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
19/PRT/M /2017 Tahun 2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga
Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa
Konsultansi Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1535);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1433);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1133);
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

17. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Standar Satuan Harga (Berita Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2023 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 20
TAHUN 2023 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung
Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga (Berita
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 23)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Lampung Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Standar Satuan Harga (Berita Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2023 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 4
(1) Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Lampung, terdiri dari:
a. biaya honorarium,;
b. perjalanan dinas dalam negersi;
c. rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor;
d. pengadaan kendaraan dinas
e. pemeliharaan
f. perjalanan dinas luar negeri;
g. satuan harga barang;
h. satuan harga jasa; dan
i. satuan harga bangunan dan Gedung negara
(HSBGN).

(2) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
Peraturan Gubernur ini.

(3) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diakses pada aplikasi Standar Satuan
Harga Pemerintah Provinsi Lampung pada laman
(http:/ /essh.lampungprov.go.id) yang  terintegrasi
dalam sistem pemerintah berbasis elektronik dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6
(1) Dalam hal penyusunan Standar Satuan Harga pada tahun berjalan
terdapat perubahan, dapat ditetapkan melalui mekanisme sesuai
Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G /749 /VI.02/Hk/2024 tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Standar Satuan
Harga, dan telah dimasukkan kedalam aplikasi Standar Satuan Harga
Pemerintah Provinsi Lampung (http://essh.lampungprov.go.id).

(2) Perangkat Daerah dapat menggunakan Standar Satuan Harga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan penyusunan
rencana kerja dan anggaran, pergeseran dokumen pelaksanaan anggaran,
dan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16 - 7 -2025

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16 - 7 - 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

ttd

MARINDO KURNIAWAN

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 22

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

-—-@ h
YUDHI ALFADRI, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001




NO NAMA BARANG DESKRIPSI | SPESIFIKASI | SATUAN HARGA
3,068,000
901 | Rehabilitasi Berat Rumah Tipe C Kabupaten Lampung Barat m2 2,665,000
902 | Rehabilitasi Berat Rumah Tipe C Kabupaten Pesisir Barat m2 3,390,500
GUBERNUR LAMPUNG,
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Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
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YUDHI ALFADRI, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001
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RAHMAT MIRZANI DJAUSAL




